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AHBSTRAK
[ Ade Neliana 03 940 203 Fakulras Hukum Prograim Ekstensi
Universitas Andalas, 77 halaman, 2007)

Perkawinan adalah 1katan Jahir batin antara seorang prie dengan  seorang
wenita sebagai suami isteri dengan lijuan membentuk keluarea vinge bahapia dan
sckal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa madang-kadang kedua suami isten
cegal dalam usahanya mendirtkan rumah tanggs vang bahagia dan damai vany
dikarcnakan mercka belainan tabiat, kemauan dan tujuan hudup dan cita-ciea,
sehuingga selalu rerjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdis Untuk
tu jalan terakhir vang ditempuh adalah perceraian. Sementara menrut Pasal I8
LU Moo 1 Tahun 1974 potusnva perkawinan adalah berdasarkan kematian,
sercerainn dan keputusan pengadilan. Dari pasal di atas penulis skon membahas
punisnva perkawinan atas putusan pengadilan. Berdasarkan latar belakany di atas,
penulis telah meniliti dan menuangkannyva  dalam skripsi vang  berjudul
Pelabsanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,
“dapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi i adalah (1) Alzsan-alysan
dar pembatalan  perkawinan di Penzgadilan  Apama Kelas 1A Padang, (23
Pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,
Penelitian ini menggunakan dus sumber dats valtu dista primer dan data sekunder,
St primer adalah untuk mendapatkan dats penulis melukukan penclitian
angsung di fapangan. Data sekunder adalah data vang diperoleh dari bahan-bahan
wepustakaan hukum. Kemudian data diolah dan dianalisis sceara kualitatir
s2hingga diperolel kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tupuan penchtian.
Serdasarkan hasil penelitian vang penulis fakukan di Pengadilan Agama Kelas |4
Padang diperoleh Kesimpulan sebagai berkut © (13Alasan dari pembatalan
perkawinan yang terjadi di Pengadilan  Agama Padang adalah disebabkan
readinye pohgami liar, {2) Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan
dilakukan sesuai dengan ratacara pengajuan sugatan perceraian, dimulai dengan
sdanyva pugatan pembatalan perkawinan, vang dapat mengajukan  pemisalan
perkawinan vaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan seami
atau 1stert, suami atau isteri, pejabat vang berwenang hanya selama perkawinan
helum diputuskan, pejabat yang dinmjuk dan setiap OLANG VAME MempLnyii
sepentingan hukum secams langsung terhadap perkawinan tersebut, telapi hanva
selelah perkawinan i putus. Pemanggilan haris disampatkan kepada pribadi
vang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk alah
metua Pengadilan Apama. Pada sidang pemerikasaan pembitalan perkawinan,
sumi dan ister datang sendiri alan mewakilkan kepads kuasamya. Hakim vang
memeriks pugatan pembatalan perkawinan berusaha mendamaikan kedua belal
prhak. Putusan mengenal pembatalan perkawinan divcapkan dulam sidang lerbuka
vang isinva menetapkan perkawinan batal demi hukum atan membaralkan
perkawinan tersebur,




BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum [slam dischut pornikahan, vain akad vang sangat
kuat atau mitsagen ghalidzas untuk mentaast perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadal.' Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah akad aniara
calon suami dan calon isteri untuk memenuhi hajai Jenmsnya menurit apa yang
diatur olel svarial "

Menurut Pasal 1 Undanp-undang No | tabun |974 tentang perkawinan vang
selanjuinya disebut  Undang-undang  Perkawinan menyebutkan “Perkawinan
adalah tkatan lahir batin antara pria dengan wanita sehagal suami isten dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan
koetuhanan Yang Maba Esa”, Unmk melaksanakan Undang-undang perkawinan
vang divndangkon pada tenggal 2 Januari 1974 masih diperlukan peratyran-
petaluran pelaksana, yakei Peraturan Pemerintah Mo, 9 Tahun 1975 yang
menvanghul  masalah  pencatstan perkawinan, tata  cors perkawinan,  akta
peCkawingm, tata casa perceralan, pembatalan perkawinan, wakiu ungew, ensten
ebil dan seorang dan ketentuan pidana. Peraturan Pemerintah ini diharapkan
dapat memperlancar pelaksanpgan dan UL No. 1 Tahun 1974, Kedua peraturan

perundang-undangan i berlaku bagi segenap warg neeara Indonesia,

balud Crhand Abdulluh, Pragoneer Komplas Hebum Falam, Celakan [, Ciemna Inzam
Press takasia P04, Hal 98

* Mahmud Yunus, Hubur Perbmeman Sl Il Celakon Ke 12 PT. Hidakarvn Apuag,
Iakarn 1563, Hal |



Perkawinan adalah merupakan serana wtamsa dalam membentul rumak tangea
vang bahagia dan kekal. Pembangunan rumah tangpa vang bahapia dan kekal
adalah berintikan suami dan isten saling membanty dan melengkapi agar masing-
masing  dapal mengembangkan kepribadianova  dan mencap  kescjaliemaan
spiritual dan marterial,

Perkawinan bukan saja salah samw jalan vang amat mulia uniok mengatue
kehiidupan rumah tanggn dan turunan, tetapd perkawinan ity dapat dipandang
schagar satu jalan pintu perkenalan antara sate kagm dengan vang lam, seria
perkenalan it akan menjadi jalan untuk menyvampaikan Berlolong-tolongan antara
satie dengan vang lamnya. Untuk depae saling membantu dan melengkapi, suami-
istert tersebut harus dan wajib saling cinta menciniai, hormat menghormat dan
sctia. Tanpa o semua perkawinan tidak akan dapat dibarapkan untuk dapat
langgeng dan kelgk babagia Untuk dapal membeneik kelugrga vang hahagia
hieruslah mefalui jalan perkawinan dan mendapatkan keabsahan menumt huk

Pade saat perkawinan akan dilangsunghan, calon suami-tster tersebut harus
sudah matang jiwa dan raganya. Schagaimana vang disclutkan pada Pasal 7 LU
wo. 1 Tabun 1974 bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pibiak pria sudab
mencapa umur 19 (sembilan belas) iabun dan piliak wanita sudah MEMCAPAL LT
L& (enam belas) tahun™, Sebab pada umur tersebut, ealon suami ister sudah dapat
terlihat kematangan jiwa dan raganya

heluarga adalah sebuah masvarakat keoil vang terdin dard pasangan suami
sten dan anak. Walaupun pada mulanya para pibak dalam suay perkawinan

sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan kelurman serta Ty

[



midup bersama sampai akhir havat, kadang-kadang kedua soami jstert gacral dalam
wsahanya mendirikan rumah tangea yange damai dan hahagra, karena kedunnva
berlaiman tabiar dan kemavan, berlainan fupean dan cita-cita, sehingea hampir
selaly tegadi pertengkaran dan persclisiban, Meskipun mereka telah bensaha
dengran segala daya upava, supava dapat hirdup dengan damai dan teateam, tapi
tidak berhasil, Jalan terakhir vang ditempuh adalah perceraian. [slam memberi kak
ralak pada suami uniuk menceraikan isterinya dan Khluk ke pada ister.

Taguan - perkawinan  menurt undang-undang  adalah ustuk  memperolch
Keturunan vang sah dalam masyarakat dengan mendinkan rumah HMngpEa vang
damal dan teratur, untuk memenuli tuntutan naluriall, menjaga manusia dar
kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangea dengan rasa
cinta dan kasih savang dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki
yang halal dan memperbesar tanggmp jawab Maka umik mencapai juan
perkawinan tersebut UL No. T Takum 1974 tneletakian PHNSIp-prinsip mengenai
sahimva perkawian, barus didasarkan pada hokum apma,

Apabila dalam perzaulan suami-isteri tidak dapat mencapal nejuan-ujuan
tersebul, maka pergaulan keduanva menjadikan sebab perpisahan antara saty
seluarga dengan yang lain. Disehahkan Ketidaksepakatan antara suami- isten,
maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nyva suaty Jalan kelvar dari segala
sesukaran itu, yakni pintu perceraian.

Perkawinan dapat putus sesusi dengan Pasal 38 UL No. 1 Tahug 1974 yalti:

" fhied Hal |



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

v, Alasan-alasan Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan

Agama Kelas 1A Padang

Menurut Pasal 57 PI* No. 9 Tahun 1975 batalnya suatu perkawinan hanva
dapat diputuskan oleh pengadilan, Pembatalan perkawinan menur hukum
perdata pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-
orang tertentu. Pembatalan terschut vang dilakukan oleh orang tertentu harus
berdasarkan keadasn tertentu sesval dengan peraturan perundang-undangan vang
pada garis hesamya karena alasan:

Pelangparan terhadap asas monogame

Tt

Salah satu pibak tidak memilike kebebasan di dalam kata sepakat.

suaimi fister berada di bawah pengampuan.

!@J

4. Belum mencapar umur vang dientukan undanp-undzng.
5. Pelingparan terhadap larangan vang ditentukan undang-unding,
6. karena tidak memenuhi perizinan vang ditentukan undang-undang.
. Perkawinan yang dilaksanakan tdak di depan pejabat vang herwenang
menurut undang-undang.
Tunutan pembatalan perkawinan dapar dilakukan apabila terjadi pelanggaran
terhadap asas monogami. Dalam hal ini ontutan pembatalan perkawinan dapat
dilakukan oleh:

1. Suami/ islen dan perkawinan yany terdahulu.

Y Sudarseno, Hubaw Peckawsaan Novieanal PT. Raneka Cipta, [0, Dl 103



2, Suarmi {isten dan perkawinan saat ini
3 keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas.
4. Setap orang yvang berkepentingan atas kebuluban tersebut.
Schaganmana terdapat dalam Pasal 70, 71 dan 72 Kompilast Hokum Islam
alasan atau fakror dar pembatalan perkawinan adatah:
Pasal 70 perkawinan dapal batal apabila;

. Suwamid melakukan perkawiman. sedang 1a tidak berhak melakukan akad nikah
karena sudalh mempunyai empal orang 1stert sekalipun salah saty dar keempat
isterinya dalam iddah talak raj.

b. Seseorang menikahi bekas isterinya vang telah dili"annwvi,

¢. Sescorang menikahi bekas isterinva vang permah dijabi tiga kali talak
olelmva, kecualr bila bekas 1sten tersebut perngh menikah dengan pria lain
kemudian bercerai lapi ba'da 2l dukbul dan pria tersebut dan tefah habis masa
iddahnyva.

d. Perkiwinan dhlakukan antara dua orang vang mempunval hubungan darah |
semenda dan sesusnan samaps dersjat tertentu vang mengahalang perkawinan
menund Pasal 8 Undang-undang No 1 Talun 1974, vaitu;

1. Berhubungan darah dalam pans ketarunan lunes kKebawah atav ke atas.

2. Berhubungan darab dalam  pars keturunan  menyvimpang yaitu antara
sauclars. antara seorang dengan saudara orang tus dan antara seorang
dengan saudara nemeknva

3 Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tirl, menantu dan ibe atau avih
L.

4. Berhubungan sesisuan, yallu oTang tua sesusuan, anak sesusuan. saudara
sestsnan dan bibi atan paman sesusuan

e. lsteri adalab sawdars kandung atau sebagai bihi atan kemenakan dari ister atay
isteri-1sterimya

Menweut Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila;

a. Seorang suaim melakukan polipamr tanpa izin Pengadilan Agama.

b Perempuan vang dikawini remyvata kemudian diketalui masih menjadi 1sten
pria famn vange mafgud.

c. Perempuan yvanp dikawin temyata masil dalam iddah suami lain.

d. Perkawinan yang melanggar hatas umur perkawinan, sehagaimana ditetapkan
dalam Pasal 7 LIL MNo_ | Tahun 1974,

¢ Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali vang tidak
berhak.

f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan,
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertink tolak das vratan skripsi im, maka untuk mengakiuee tulisan int penulis
mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan vakni schagai berkut:
€. Prosedur pelabsanamn pembatalon perkawinan dilakukan sesusi dengan
lafacam  pengajuan  gugatan  percermian vty pengajuan eugstan,
pemangglan, persidangan, perdamaian dan putusan atau pereapan.
b Alasan dari pembatalan perkawinan vang terjach di Pengadilan Apama
kelas A Padang disebabkan polizami liar,
B. Saran
Berdasarkan uralan-uratan vang telah disimpulkan, maka penulis Juga akan

mengemukakan seran-saran yaitu

=

sebelum perkawinan dilangsungkan sebatknva kedua calon suami isteri
hendaklah betul-beril mengetahui identitas calonnyi masing-musing guna
metghindan kemungkinan vang tidak diin gitkan dikeredian hari.

. Hagt mereka ving akan mengajukan peribatalan perkawinan harslah
melalul taty cara alaw prosedur vang sudeh diteniukan olel pengadilan,
sebab perkawinan vang tidak memenuls syarat Udak dengan sendirinyg

meradi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan
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